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Merek merupakan bagian dari HKI yang lahir dari kemampuan intelektual 
manusia. HKI dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta 
(Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Hak 
Cipta (Copy Rights) dibagi menjadi Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak yang 
berkaitan dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights). 
 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. 
“Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan 
menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, 
sekunder, dan tertier”. 
 
Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum 
pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek pada awalnya 
dilakukan pemeriksaan subtantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan 
oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana 
merek itu tidak dapat didaftarkan. Perlindungan atas pemegang merek 
terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – 
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
dalam beberapa tahun belakangan banyak terjadi pelanggaran terhadap 
hak merek. Pelanggaran itu mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas 
yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan 
kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Pertimbangan hakim 
atas permohonan pembatalan merek dagang dalam putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Majelis 
Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Mengabulkan 
gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, 
 
Kesimpulannya bahwa syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar 
suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu 
merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan 
permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhan dengan merek terkenal  yang sejenis dilakukan dengan 
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek 
dibidang usaha yang bersangkutan. Perlu diberikan Perlindungan Hukum 
untuk melindungi para pengusaha atau pemegang hak merek dari 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar. 
Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan 
perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta 
konsumen. 
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